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ABSTRAK

Bima Fri Wandra. 2026. Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang.

Kebijakan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor merupakan
salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
serta mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Provinsi
Sumatera Barat, kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari program insentif
Pajak Kendaraan Bermotor untuk merespons rendahnya tingkat kepatuhan wajib
pajak yang disebabkan oleh tingginya beban pajak progresif atas kepemilikan
kendaraan lebih dari satu dan atas kepemilikan yang sama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif
mengenai pelaksanaan kebijakan serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib
pajak masyarakat di Kota Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan
pajak progresif telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan didukung oleh kemudahan layanan pembayaran pajak. Kebijakan
ini berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan realisasi
penerimaan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. Namun
demikian, masih terdapat beberapa dampak yang belum sepenuhnya positif,
seperti adanya beban tambahan berupa opsen pajak serta belum optimalnya
manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Dampak Kebijakan, Pajak Progresif, Kepatuhan
Wajib Pajak
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BABI1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berkomitmen dalam
mempercepat pembangunan nasional. Agar pembangunan ini berjalan optimal,
diperlukan dukungan pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintahpun
berupaya mengoptimalkan sumber penerimaan negara untuk menjamin tersedianya
anggaran yang memadai guna membiayai seluruh proyek pembangunan. Salah satu
sumber pendapatan potensial yang dimiliki Indonesia adalah dari sektor perpajakan.
Kontribusi pajak memiliki peran vital dalam menopang perekonomian negara,

mengingat pajak menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan negara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai
kontribusi wajib dari masyarakat (perorangan maupun badan) kepada negara yang
bersifat mengikat berdasarkan hukum. Kontribusi ini tidak memberikan imbalan
secara langsung, tetapi hasilnya dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan
negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak
menjadi instrumen kunci dalam merealisasikan pembangunan nasional yang

inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu tujuan diciptakannya pajak adalah untuk menciptakan
kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat dengan salah satu sifat yaitu
memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung (Putri & Wibawa, 2023). Menurut

Rochmat Soemitro dalam (Wahyuni, 2024) pajak merupakan sumbangan



Masyarakat ke kas negara yang diatur oleh hukum (yang bersifat dapat dienforce)
tanpa penerimaan manfaat secara langsung (kotrapestasi) yang spesifik dan
diperuntukkan untuk menanggung biaya pengeluaran publik. Oleh karena itu, dapat
diambil kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi dari masyarakat ke negara yang
diatur dalam hukum, bersifat obligatoris, dan tidak menawarkan pengembalian

layanan secara langsung.

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu kontributor penting dalam
mendukung penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Alat transportasi
memang sangat penting dimiliki pada saat sekarang ini karena mampu menunjang
kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak hanya
menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan juga menjadi salah satu
kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari (Sari Agustin et
al., 2019). Oleh karena itu, tingkat daya beli Masyarakat terhadap kendaraan
bermotor semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam setiap transaksinya
pembeli diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang harus

dibayarkan setiap tahunnya.

Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang banyaknya kendaraan

bermotor di Kota Padang tahun 2025, sebagai berikut:



Tabel 1. 1.

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Padang Tahun 2025

Nama Kendaraan Jumlah
Sepeda Motor 657.543
Mobil Penumpang 152.047
Mobil Bermuatan 41.703
Bus 1.220
Kendaraan Khusus 446

Total 853.274

Sumber: databoks.katadata.co.id

Perkembangan dari jumlah kendaraan bermotor yang terus menerus
meningkat menyebabkan jumlah atas wajib pajak kendaraan bermotor ikut
meningkat. Berdasarkan data dari databoks.katadata.co.id tahun 2025 populasi
kendaraan bermotor di Kota Padang telah mencatat angka 853.274 unit ditahun
2025 dan didominasi oleh kendaraan roda dua. Peningkatan jumlah kendaraan
bermotor tersebut terus diprediksi akan semakin meningkat setiap tahunnya.

Pernyataan tersebut diyakini akan memberikan efek positif bagi pemerintah daerah.

Dengan meningkatnya kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor,
diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dari pajak kendaraan
bermotor juga akan meningkat. Masalah yang dihadapi saat ini adalah pemerintah
belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor. Hal
ini disebabkan oleh masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban

perpajakannya.



Kepatuhan wajib pajak yaitu ketika wajib pajak patuh serta melaksanakan
kewajiban pajaknya serta menangani masalah pajak sesuai dengan aturan yang
berlaku. kewajiban pajak yaitu salah satu subsidi yang dapat menambah pendapatan
dasar daerah (Pahlevi & Liberty, 2023). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor
tentu akan bertambah setiap tahunnya, sehingga diharapkan kewajiban pembayaran
pajak juga akan meningkat. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib
pajak salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran yang tinggi akan
mendorong adanya keinginan untuk melaksanakan kewajiban dalam mendaftarkan

tanggungan pajaknya (Pahlevi & Liberty, 2023).

Menurut Agun et al., (2022) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan
dimana wajib pajak memenuhi semua kepatuhan kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Isu yang berkaitan dengan belum
tercapainya tingkat kepatuhan para wajib pajak secara maksimal di Kota Padang
menjadi sangat penting karena adanya sikap ketidakpatuhan dalam membayar pajak
dapat menghasilkan usaha untuk menghindari dan menyembunyikan pajak yang
pada akhirnya ini akan menyebabkan pengurangan pendapatan pajak yang diterima

oleh pemerintah daerah.

Kebijakan mengenai penghapusan pajak progresif di Sumatera Barat ini
merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 10
menyatakan bahwa “Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya
dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda

kendaraan.”



Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tersebut merupakan perubahan atas
Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
dimana pada pasal 6 menyatakan bahwa “Pajak progresif untuk kepemilikan kedua
dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan
kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.” Berdasarkan UU tersebut mengatur mengeni
pengenaan pajak progresif dikenakan apabila seseorang memiliki lebih dari satu
kendaraan bermotor, maka kendaraan kedua dan seterusnya akan dikenakan pajak
dengan tarif progresif yang semakin tinggi, meskipun jenis kendaraannya sama atau

berbeda, selama tercatat atas nama yang sama dan/atau alamat yang sama.

Kebijakan penghapusan pajak progresif mulai dijalankan di Sumatera Barat
sejak Januari tahun 2023. Kebijakan ini dijalankan melalui turununan dari UU No
1 Tahun 2022 ke Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 8 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Derah, bapak Frans Sanjaya
menyatakan bahwa pelaksanaan pajak progresif yang diatur dalam UU no 1 Tahun
2022 tersebut diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah hal itu dijelaskan dalam
pasal 10 ayat 5 UU tersebut, dimana pemerintah daerah Sumatera Barat melalui
BAPENDA menghapuskan pajak pogrsif kepada masyarakat yang memiliki
kendaraan lebih dari satu, itu artinya kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, dan
seterusnya itu tidak dikenakan biaya progresif dan masyarakat hanya perlu
membayar pajak pokok dari kendaraannya saja, hal ini dilakukan untuk mendorong
kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak dan mendorong

pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daearh (PAD).



Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor masyarakat Kota Padang dari tahun 2020-2024, sebagai

berikut:

Tabel 1. 2

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota
Padang Periode 2020-2024

No | Tahun | WP Terdaftar | WP Membayar Pajak | Rasio Kepatuhan
1. | 2020 357.640 292.704 81,84%
2. | 2021 298.138 260.658 87,4%
3. | 2022 296.233 307.778 103%
4. | 2023 306.724 305.415 99,57%
5 | 2024 327.690 307.654 93,89%

Sumber: UPTD SAMSAT Kota Padang

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak
mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024.
Bahkan penurunan tingkat kepatuhan ini terjadi semenjak kebijakan penghapusan
pajak progresif dijalankan pada tahun 2023 dimana pada tahun 2022 sebelum
kebijakan penghapusan pajak progresif dijalankan tingkat kepatuhan mencapai
103% sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 99,57% dan semakin turun pada
tahun 2024 menjadi 93,89%. Penurunan ini mencerminkan adanya kemunduran
dalam perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang

semenjak kebijakan penghapusan pajak progresif dijalankan di kota Padang.

Selain itu, belum tercapainya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di

Kota Padang secara maksimal juga dapat dilihat dari masih belum tercapainya



target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berikut ini

target dan realisasi PKB di SAMSAT Kota Padang Tahun 2020-2024:

Tabel 1. 3

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Padang Periode 2020-

2024
No | Tahun | Target Pajak (Rp) | Realisasi Pajak (Rp) | Rasio Pencapaian
1. 2020 | 294.905.826.000 280.148.820.850 95%
2. 2021 299.864.529.900 276.494.832.000 92,21%
3. 2022 306.942.519.100 326.123.957.100 106,25%
4. 2023 326.409.117.300 309.555.593.500 94,84%
5. 2024 325.965.568.437 320.698.967.000 98,38%

Sumber: UPTD SAMSAT Kota Padang

Berdasarkan Tabel 1.3, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) Kota Padang menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara periode
sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan penghapusan pajak progresif.
Pada tahun 2022, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, realisasi penerimaan PKB
mencapai Rp326,12 miliar dan berhasil melampaui target Rp306,94 miliar dengan
rasio pencapaian sebesar 106,25 persen, yang mencerminkan kinerja penerimaan
yang sangat baik. Namun, setelah kebijakan penghapusan pajak progresif mulai
dijalankan pada tahun 2023, realisasi penerimaan PKB mengalami penurunan,
yakni sebesar Rp309,55 miliar dari target Rp326,40 miliar dengan rasio pencapaian
94,84 persen. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024, meskipun relatif

membaik, di mana realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp320,69 miliar dari target



Rp325,96 miliar dengan rasio pencapaian 98,38 persen. Jika dibandingkan dengan
tahun 2022, realisasi penerimaan PKB pada tahun 2023 dan 2024 tidak lagi mampu
melampaui target, sehingga menunjukkan bahwa pasca penerapan kebijakan
penghapusan pajak progresif terjadi penurunan kinerja penerimaan PKB di Kota

Padang dibandingkan periode sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Meskipun kebijakan penghapusan pajak progresif yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan mendorong kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota
Padang, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Permasalahan utama yang
muncul adalah bagaimana pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Padang,
dapat mengelola kebijakan ini secara efektif agar dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Jika pengelolaan kebijakan kurang optimal dan masyarakat masih tidak
patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka tujuan peningkatan PAD
justru tidak tercapai dan pendapatan daerah dapat menurun. Oleh karena itu, perlu
adanya strategi pengelolaan yang tepat untuk memastikan kebijakan ini dapat

berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rastosari, 2020) yang berjudul “Analisis
Penghapusan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung”, menunjukkan
bahwa Penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung
kurang efektif dilakukan karena membuat masyarakat merasa diberatkan untuk
membayar pajak, hal itu justru menurunkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu

diperlukan sebuah kebijakan yang menghapuskan pengenaan pajak progesif



terhadap masyarakat untuk meingkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar

pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani 2023) yang berjudul
“Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022”
menunjukkan bahwa program serupa di BAPENDA Sumatera Barat berhasil
meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penghapusan denda, meskipun
hasilnya bervariasi tergantung efektivitas sosialisasi. Faktor-faktor seperti
sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi administrasi juga
berperan krusial dalam membentuk kepatuhan. Penelitian di Kota Padang
menemukan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi yang jelas berdampak signifikan
terhadap kepatuhan, sementara tarif pajak sendiri tidak terlalu berpengaruh.
Namun, kebijakan penghapusan pajak progresif menawarkan pendekatan berbeda

dengan menghilangkan insentif untuk manipulasi data kepemilikan kendaraan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang
berjudul “Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif Dalam

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik
beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:



I.

2.

3.

Bagaimana pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif pada
BAPENDA Provinsi Sumatera Barat?

Apakah kebijakan penghapusan pajak progresif berdampak terhadap
Pemerintah Kota Padang?

Apakah kebijakan penghapusan pajak progresif berdampak secara
signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota

Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian

ini bertujuan untuk:

1.

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif
pada BAPENDA Provinsi Sumatera Barat.
Untuk mengetahui kebijakan penghapusan pajak progresif berdampak

terhadap pemerintah Kota Padang.

. Untuk mengetahui kebijakan penghapusan pajak progresif berdampak

secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat

di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini peneliti dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi

berbagai pihak diantaranya, yaitu:

1.

Manfaat Teoritis
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Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi
khususnya dalam ranah kebijakan publik dan keuangan negara. Studi ini
mengkaji bagaimana implementasi kebijakan penghapusan pajak dapat
memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap pendapatan
daerah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
untuk perumusan kebijakan serupa di masa depan.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai
kebijakan perpajakan daerah, khususnya mengenai pajak progresif.
Selain itu, penelitian ini menjadi sarana pengembangan
kemampuan analisis peneliti terhadap fenomena kepatuhan wajib
pajak serta penerapan dari mata kuliah kebijakan publik, ekonomi
publik dan keuangan negara dalam konteks nyata di daerah.
b. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
empiris bagi SAMSAT Kota Padang dan Badan Pendapatan Daerah

(BAPENDA) Sumatera Barat dalam menilai dampak kebijakan

penghapusan pajak progresif. Hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai dasar dalam merancang strategi kebijakan lanjutan guna
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan

penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.
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C.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan untuk
penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa dengan
pendekatan atau variabel yang lebih luas, seperti efektivitas
program pemutihan pajak atau pengaruh digitalisasi pelayanan

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak kebijakan penghapusan

pajak progresif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota

Padang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif oleh BAPENDA
Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Samsat Kota Padang telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dijalankan sebagai bagian dari program insentif Pajak Kendaraan Bermotor.
Kebijakan ini didukung oleh kemudahan layanan pembayaran pajak serta
program insentif lainnya, sehingga secara administratif dan teknis mampu
menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih sederhana, fleksibel, dan
berorientasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Padang.

Dampak kebijakan penghapusan pajak progresif terhadap Pemerintah
Daerah Kota Padang menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam
peningkatan kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan Pendapatan
Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang melampaui target.
Potensi dampak negatif seperti penurunan PAD dan peningkatan jumlah
kendaraan bermotor dapat dikendalikan dengan baik, sehingga kebijakan ini
dinilai efektif dalam mendukung kinerja keuangan daerah tanpa

menimbulkan kerugian fiskal yang signifikan.
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3.

Dampak kebijakan penghapusan pajak progresif terhadap kepatuhan wajib
pajak masyarakat di Kota Padang secara umum bersifat positif, khususnya
bagi masyarakat yang telah memiliki kesadaran membayar pajak, karena
kebijakan ini memberikan keringanan beban pajak dan meningkatkan
motivasi untuk patuh. Namun demikian, keberadaan pungutan tambahan
berupa opsen pajak serta belum optimalnya manfaat pembangunan yang
dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya
memberikan dampak positif secara merata, sehingga keberlanjutan
kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang sangat bergantung pada

optimalisasi pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah daerah.

B. Saran

1.

Bagi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Samsat Kota Padang,
diharapkan dapat terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap
kebijakan penghapusan pajak progresif, khususnya dengan meningkatkan
transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak
Kendaraan Bermotor. Selain itu, BAPENDA perlu mengoptimalkan
sosialisasi terkait program-program insentif pajak yang diberikan kepada
masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan
sebaik mungkin untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kota P
adang.

Bagi Masyarakat Wajib Pajak, diharapkan dapat terus meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak

kendaraan bermotor, dengan memahami bahwa pajak merupakan salah satu
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sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Selain itu, masyarakat
juga diharapkan lebih aktif mencari informasi terkait kebijakan dan program
insentif pajak yang disediakan pemerintah agar dapat memanfaatkan
kemudahan yang ada secara optimal dan tepat.

. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan kajian
dengan menambahkan variabel lain yang memengaruhi kepatuhan wajib
pajak, seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kualitas
pelayanan publik, serta efektivitas sosialisasi kebijakan perpajakan. Selain
itu, penelitian lanjutan juga dapat menggunakan metode kuantitatif atau
mixed methods agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat

dibandingkan antar daerah.
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